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BAB |
PENDAHULUAN

1.1  Alasan Pemilihan Judul

Pgjak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, 2011;1). Upaya untuk melanjutkan dan
meningkatkan sektor pajak agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar,
dibutuhkan peran serta kesadaran masyarakat untuk membayar paak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 tentang pemerintahan Daerah. Pada
hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan
kepada masyarakan dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana ekonomi dan

berbagai prasaranalain yang menunjang kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Belanja Negara, fasilitas-fasilitas umum milik negara, dan
Pembangunan Nasional dibiayai oleh negara. Tanpa kas negara bisa dikatakan
negara tidak bisa melakukan pembangunan nasional. Padahal untuk mewujudkan
kesgahteraan nasional, pembangunan nasiona harus dilakukan secara bertahap
dan terus menerus tanpa henti. Pgjak merupakan salah satu sumber penerimaan
(kas) negara yang digunakan  untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran

pemerintah dalam mengusahakan pembangunan yang berkel anjutan.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam
rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisas intensifikas
pemungutan paak daerah dan retribusi daerah, antara lain dengan cara
memperluas basis penerimaan, pemperkuat proses pemungutan meningkatkan
pengawasan, meningkatkan efisiens admistrasi dan menekan biaya pemungutan

serta meningkatkan kapasitas penerimaan melaui perencanaan yang lebih baik.
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Penerimaan kas negara yang melemah berpengaruh pada perekonomian suatu
negara. Salah satu yang membuat kas negara melemah yaitu kurang
profesionalnya SDM yang menanganinya dan keujuran dalam melaporkan
penerimaan dan pengeluaran kas negara. Moral adalah landasan esensial dalam

kehidupan manusia dan menjadi dasar utama dalam administrasi.

Kegiatan pemungutan pajak itu sendiri harus ada kerjasama antara pihak
pemerintah dan masyarakat agar tidak membebani dan menghambat kegiatan
usaha masyarakat. Sesuai dengan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember, yaitu wajib mengadakan pemungutan pajak dan retribusi di daerah
Kbupaten Jember. Salah satu pajak yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah yaitu
pajak reklame.

Reklame adalah dat, benda, perbuatan atau media yang menurut bentuk
susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan, atau memujiakan suatu barang, jasa, atau orang
dengan tujuan untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau
orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu
tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame
merupakan pajak yang sering ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember bahkan setiap hari. Tetapi pajak ini rawan sekali dilanggar oleh Wajib
Pajak (WP). Tidak sedikit reklame-reklame tanpa legdlitas (ilegal) dari Dinas
Pendapatan Daerah, padahal pajak reklame ini tergolong pajak yang aktif dalam
mengis kas pendapatan suatu daerah. Dengan adanya pemasangan reklame yang
kurang bertanggungjawab menyebabkan merosotnya kas pendapatan daerah
sehingga berdampak pula pada turunnya kas pendapatan negara. Oleh sebab itu,
pajak reklame ini harus ada perhatian khusus dari pihak yang ersangkutan agar
keberadaan reklame-reklame ilegal dapat ditekan dan dihindari. Salah satu
perhatian yang dilakukan oleh pihak pemungut pagak yaitu ketegasan dan
ketelitian dalam mensurvel pemasangan reklame dilapangan, apabila ditemukan
reklame yang ilegal tanpatoleransi mereka menurunkan dari tempatnya.
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Kesadaran Wagjib Pgjak (WP) dan pehatian dari pihak Dinas Pendapatan
Daerah (kerjasama kedua pihak) adalah kunci keberhasilan dalam menertibkan
pembayaran pajak, khususnya pajak reklame. Ketertiban dalam membayar pajak
akan berdampak positif pada pembangunan nasional. Begitu pentingnya fungsi
paak yang merupakan sumber penerimaan negara untuk dana pembangunan
negara. Oleh sebab itu pelaksanaannya harus diupayakan seoptima mungkin demi

kelancaran pembangunan.

Berdasarkan uraian alasan Pemilihan judul tersebut, maka dari itu
penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini berjudul“Pelaksanaan Administrasi
Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember “.

1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
a.  Untuk mengetahui dan memahami secara langsung prosedur Penerimaan
Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
b. Untuk membantu pelaksanaan administrasi Penerimaan Pgjak Reklame
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata
Adapun Kegunaan Praktek Kerja Nyata Adalah :

a. Memperoleh wawasan, pengetahuan dan pengalaman praktis secara
langsung pada dunia kerja, memahami tata cara pelaksanaan administras
Penerimaan Pgak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember.

b. Sebaga salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Progran Diploma Il Fakultas
Ekonomi Universitas Jember.
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1.3. Objek dan Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember, yang beralamat di Jalan Jawa No.72 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jangka waktu yang digunakan dalam Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan
setara dengan 144 jam kerja efektif atau selama kurang lebih 8 jam kerja efektif
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Fakultas Ekonomi
Universita Jember dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Kegiatan
Praktek Kerja Nyata ini dimulai pada tanggal 22 Februari sampai dengan 22
Maret 2016.

Dengan rincian jam sebagal berikut :

Senin — Jumat : pukul 07.00 — 15.00

Istirahat : pukul 12.00 — 13.00 ( senin — kamis)
Istirahat : pukul 11.30 — 13.00 (Jum’at)

Sabtu — Minggu > libur

1.4. Pelaksanaan K egiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut

Tabel 1.4.1 : Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Minggu Ke- Jumlah
No Kegiatan Praktek Kerja Nyata
1] 2] 3] 4 Jam
1 | Perkenalan dengan Pimpinan,
karyawan Dinas Pendapatan X 2
Daerah Kabupaten Jember, serta
menerima pengarahan dari



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

pengurus objek dalam
pel aksanaan Praktek Kerja Nyata

Pengarahan dan Penjelasan
tentang gambaran umum dari
Dinas  Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember

Memasukkan data Wajib Pgjak
Reklame pada sistem

Memisahkan data atau lampiran
Wagjib Pgjak Tetap dan Pagjak
Reklame Isidental

48

Memisahkan dan mengurutkan
pembayaran Pagak Reklame
tanggal Pembayaran

15

Melaksanakan Survel tempat
yang akan di Pasang Pajak
Reklame Tetap

49

Penyusunan Laporan PKN

20

Penggandaan Laporan PKN

Total jam kegiatan Praktek Kerja
Nyata

144

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Administras

Istilah administrasi berasal dari bahasa latin yaitu “Ad” dan “ministrate”
yang artinya pemberian jasa atau bantuan, yang dalam bahasa Inggris disebut
“Administration” artinya “To Serve”, yaitu melayani dengan sebaik-baiknya.
Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas - otoritas yang dapat
dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legalitas dari
rakyat melalui negara (Max Webber dalam Komorotomo, 2005;82).

Pengertian administrasi ada dua yaitu :

a. Pengertian Administrasi Dalam Arti Sempit

Administrasi secara sempit yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-
menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang
bersifat teknis ketatausahaan (Sondang P. Siagian, 2002;3). Dari definisi tersebut
dapat dismpulkan dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang
meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan
surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informas serta
mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

b. Pengertian Administrasi Secara Luas

Administras secara arti luas adalah keseluruhan proses kerja sama antara
dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2002;3). Administras secara
luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang
sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama

sertamencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
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Berdasarkan uraian dan definis tersebut maka dapat diambil kesimpulan
bahwa administras adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama
dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai
tujuan.

Menurut S. Prgudi Atmosudirdjo administras adalah sesuatu yang
terdapat dalam suatu organisass modern, sehingga organisasi itu dapat
berkembang, tumbuh dan bergerak.

Pentingnya studi dan peranan administrass menurut  S.  Prajudi
Atmosudirdjo juga disebutkan :

a Daam kehidupan bermasyarakat modern, terjadi perubahan pola
kehidupan di segala bidang menjadi pola kehidupan berdasarkan
kerjasama keorganisasian.

b. Pola kehidupan keorganisasian ( organizational life ) ini berkaitan dengan
pola kehidupan modern dan cara berfikir serta bekerja secararasional.

C. Cara berfikir dan bekerja secara rasional ini berkaitan dengan ilmu
pengetahuan dan tekhnologi modern.

d. Caraberfikir dan bekerja secararasiona dimaksudkan untuk menghasilkan
keefektifan ( effectiviness ) keefisienan ( efficiently ) percapaian tujuan.

e. Berfikir dan bekerjasama secara rasional dengan tekhnologi modern dan
dengan pola kehidupan berorganisasi modern kearah efisien dan efektifitas

memerlukan administrasi.

2.1.1 Fungsi Administrasi

Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang tinggi, segala kegiatan dan
tindakan harus dilaksanakan dengan pertimbangan dan perhitungan yang rasiona
guna menjamin dan menciptakan rasionalitas yang tinggi maka memerlukan
langkah-langkah kegiatan. Dan langkah-langkah kegiatan itu disebut dengan
fungsi pokok. Adapun fungsi-fungs pokok administrasi yang dapat dibagi
menjadi dua klasifikasi utama yaitu fungsi organic dan fungsi pelengkap dengan
penjelasan sebagai berikut ( S. P Siagian, 2008;8) :
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a. Funs Organic adalah semua fungs yang mutlak yang harus dilaksanakan oleh

administrasi. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah :

1.

Fungsi rutin

Fungsi administrasi perkantoran yang membutuhkan pemikiran, minimal
mencangkup pengarsipan, penggandaan dan lain-lain.

Fungsi teknis

Fungss yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan
perkantoran yang memadai, seperti familieritas dengan beberapa software
Fungs andlisis

Fungs yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif diserta
kemampuan untuk mengambil keputusan dan menganalisis lapotan maupun
membuat keputusan pembelian

Fungsi interpersonal

Fungss yang membutuhkan penilaan dan analisis sebagai dasar
pengambilan keputusan serta keterampilan berhubungan dengan orang lain,
seperti mengkoordinasikan tim proyek; dan

Fungs mangerial

Fungs yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran,
dan pemotivasian, seperti pembuatan anggaran, staffing dan mengevaluasi

karyawan.

b. Fungs Pelengkap adalah semua fungs yang meskipun tidak mutlak dijalankan

oleh perusahaan tetapi jika dilaksanakan oleh perusahaan dengan baik akan

meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Fungsi-fungsi tersebut antaralain :

1. Komunikasi, baik di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan.

2. Penyediaan tempat yang menarik.
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2.1.2 Unsur-unsur Administrasi
Unsur-unsur administrasi adalah bagian-bagian yang ada dalam kegiatan

administrasi. Tanpa adanya unsur-unsur tertentu, administrasi tidak dapat

dilaksanakan dengan baik. Adapun unsur umum dalam administrasi, antara lain

adalah :

Menurut The Liang Gie (2000;12) terdapat 8 unsur administrasi, yaitu :

a. Pengorganisasian
Unsur pengorganisasian merupakan sebuah rangkaian dari kegiatan untuk
menyusun suatu kerangka dari organisasi yang akan menjadi wadah atau
tempat untuk setiap kegiatan dalam uasaha kerjasama dalam berbagal tujuan
yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Mangemen
Rangkaian perbuatan untuk menggerakkan karyawan-karyawan dan
menggerakkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerja sama itu benar-benar
tercapai.

c. Tatahubungan
Rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari suatu pihak ke pihak yang
lain dalam usaha kerja samaiitul.

d. Kepegawaian
Rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga-tenaga kerja yang
diperlukan dalam kerja samaitu.

e. Keuangan
Rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelgjaran dan usaha kerja sama
itu.

f. Perbekalan
Rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar,
memelihara sampal menyingkirkan segenap perlengkapan dalam usaha kerja
samaitu.

g. Rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan,
mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam

usaha kerja samaitu.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

h. Perwakilan

Rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari

masyarakat sekeliling terhadap kerja samaitul.

Kedelapan unsur administrasi tersebut saling berhubungan secara erat sekali,
sehingga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan oleh sekelompok orang
dalam usaha kerja sama untuk mencapal suatu tujuan tertentu.

2.2 Pajak
2.2.1 Pengertian pajak dan unsur pajak

Paak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah
berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk
pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung
dirasakan oleh rakyat. Sgak pajak mula diperhitungkan sebagai salah satu
pemasukan paling penting bagi sebuah negara, banyak ahli ekonomi
mengemukakan pendapatnya tentang definisi pgjak. Misalnya :

1. PgakMenurut Pasal 1 angka 1 UU No0.28 th 2007 tentang Ketentuan
Umum, yaitu:
“Pgjak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2. Pagak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.(Abdul halim,2014:7)
yaitu:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasatimbal (kontra prestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum”.
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Pajak Prof. Dr. P. J. A. Adriani (Abdul halim,2014:7) mengemukakan
sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan
umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayal
pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

a

luran dari rakyat kepada negara.

Y ang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang
(bukan barang).

Berdasarkan undang-undang.

Pgak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pel aksanaannya.

Tanpajasatimbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat
ditunjuk. Dalam pembayaran pagak tidak dapat ditunjukan adanya
kontraprestas individual oleh pemerintah.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengel uaran yang bermanfaat bagi masyarakan luas.

2.2.2 Fungsi pajak

1

Adaduafungs pajak, yaitu :
Fungsi budgetair
Paak sebaga sumber dana bagi pemerintah untuk membiayal pengeluaran-
pengel uarannya.
Fungsi mengatur
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah

dalam bidang sosia dan ekonomi.
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Contoh :

- Pgjak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi
konsumsi minuman keras.

- Pgak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk
mengurangi gaya hidup konsumtif.

- Tarif pagjak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk

Indonesian di pasaran dunia.

2.2.3 Tata CaraPemungutan Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel :
1. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsdl :
a. Stelsel nyata (real stelsel)
Pengenaan pagak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
b. Stelsel anggapan ( fictive stelsel)
Pengenaan pgak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan
tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan
besarnya pgjak yang terutang untuk tahun pajak berjaan.
c. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
Pada awa tahun, besarnya pajak dihitang berdasarkan suatu anggapan,
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan
yang sebenarnya.
2. Asas Pemungutan Pgjak
a. Asasdomisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wjib Pgjak
yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari

dalam maupun dari luar negri. Asas ini berlaku untuk WP dalam negri.
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b. Asas sumber
Negara berhak mengenakan pagjak atas penghasilan yang bersumber di
wilayahnya tanpa mempertahankan tempat tinggal Wajib Pajak.
c. Asas kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
. Sistem Pemungutan Pajak
a. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pagak terutang ada pada
fiskus.
2) Wajib Pgjak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
b. Self Assissment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pgak terutang ada pada
Wajib Pajak sendiri.
2) Wajib Pgjak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pgjak yang terutang
3) Fiskustidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pgjak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pgjak yang bersangkuatan)
untuk menentukan besarnya pgak yang terutang oleh Wajib Pagjak.

Ciri-cirinya:
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Wewenang menentukan besarnya pgak yang terutang ada pada pihak
ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.4 Tarif Pajak

1. Tarif Sebanding/ Proporsiond
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenal
pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya
nilai yang dikenai pajak.
Contoh :
Untuk menyerahkan Barang Kena Pgak di dalam daerah pabean akan
dikenakan Pajak Pertambahan Nilal sebesar 10%.

2. Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang
dikenaipajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh:
Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nila nomina
berapapun adalah Rp 3.000,00

3. Tarif Progresif
Presentase tarif yang digunakan semakin besar bilajumlah yang dikenai pajak
semakin besar.
Contoh tabel nomor 2.2.4:
Pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000,00 15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25%
Di atas Rp 500.000.000,00 30%

Sumber : Buku Perpgjakn Edis Revisi 2011,Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak
Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi :
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a. Tarif progresif progresif . kenaikan persentase semakin besar
b. Tarif progresif teteap - kenalkan persentase tetap
c. Tarif progresif degresif . kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif Degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pgjak
semakin besar.

2.2.5 Pengelompokan Pgjak
1. Menurut Golongannya
a.  Pgak langsung : yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wgjib Pgak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : pajak penghasilan
b. Pgak tidak langsung : yaitu pgjakn yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain
Contoh : Pgjak Pertambahan Nila
2. Menurut Sifatnya
a. Pgak subyektif : yaitu pgak yang berpangkul atau berdasarkan pada
subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh : pajak penghasilan
b. Paak obyektif : yaitu pgak yang berpangkul pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh : Pgak Pertambahan Nilai dari Pgak Penjualan atas Barang
Mewah.
3.  Menurut Lembaga Pemungutannya
a Pgak pusat : yaitu pgak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pgjak Penghasilan, Pgjak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
b. Pgak daerah : yaitu pgak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas :
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- Pgjak Propinsi
Contoh : Pgak Kendaraan Bermotor dan Pagak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor.

- Pgjak Kabupaten/ Kota
Contoh : Pgjak Hotel, Pajak Restoran, Pgjak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Parkir, dan lain-lain.

2.3 Pajak Reklame
2.3.1 Pengertian Pgjak Reklame
Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 42 tahun 2011 yang dimaksud

dengan Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak

ragamx dirancang untuk tujuan komersia memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,

orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau

dinikmati oleh umum. Pengertian-pengertian penting mengenai reklame adalah

sebagal berikut :

Nila Sewa : adalah nila untuk menyelenggarakan kegiatan reklame (nilai
strategis) ditambah dengan nilai jual tempat (NJOP) berdasarkan
ukuran meter persegi yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Subyek Pagjak :adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau
memesan reklame.

Wajib Pgjak : adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan

reklame.

Nilai Strategis : adalah ukuran nilai yang ditetapkan padatitik lokasi pemasangan
reklame tersebut berdasarka kriteria kepadatan pemanfaatan tata
ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan bidang usaha.

Objek Pgak Reklame : semua kegiatan yang menggunakan reklame (semua
penyelenggara reklame).
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Nila Jual Objek Pgjak (NJOP) : adalah besarnya biaya pembuatan reklame

tersebut.

2.3.2 Jenis Reklame

Jenis reklame yang menjadi obyek pajak karena penyelenggaraannya

adalah reklame papan (bilboard, megatron, videotron, large electronic display
(LED)), reklame kain, reklame melekat/sticker, reklame selebaran, reklame
berjalan termasuk juga pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame

film, reklame peragaan.

a

Reklame papan

Adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, seng atau bahan lain sgenis
yang dipasang atau digunakan pada bangunan, tembok, dinding, pagar,
pohon, tiang tersebut sedemikian rupa sehingga mudah dapat diliahat oleh
umum.

Reklame Kain

Adalah yang dibuat dari kain atau bahan lain yang sgjenis.

Reklame Tempel

Adalah reklame yang memuat tulisan dan atau gambar yang ditempel pada
dinding, tembok, tiang dan tempat lainnya.

Reklame Berjaan

Adalah reklame yang semata-mata dibawa berkeliling oleh orang-orang yang
berjalan kaki.

Reklame Kendaraan

Adalah tiap jenis reklame yang bergerak dan tidak tergolong dalam reklame
berjalan.

Reklame Slide dan atau Reklame Film

Adaah reklame yang untung penyelenggaraannya digunakan klise berupa
kaca, film atau bahan-bahan lain sebagai dat untuk diproyeksikan pada layar
putih atau benda lain ataupun dipancarkan melalui pesawat televisi.
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Reklame Selebaran

Adalah reklame yang disebarkan, diberikan atau dapat diminta.

Reklame Kedengaran / Suara

Adaah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau denga suara yang
ditimbulkan dari atau oleh perantaraan.

Reklame Peragaan

Adaah tiap-tiap macam reklame yang penyelenggaraannya dengan jalan

demonstrasi dengan atau tanpa disertai reklame kedengaran.

Pengertian Objek Pgjak Reklame:

a

Reklame internet, televisi, radio, warta harian, mingguan, bulanan dan
sgjenisnya.

Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Reklame yang disebar memberi manfaat atau bermanfaat bagi yang
menerima

Reklame partai politik (PARPOL) dan organisasi masyarakat (ORMAYS).
Reklame yang diselenggarakan perwakilan diplomatik, perwkilan konsulat,
perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan atau lembaga organisasi
internasional padalokas badan-badan yang dimaksud.

Reklame tempat ibadah dan tempat panti asuhan.

Reklame informasi kepemilikan tanah dan peruntukan tanah dengan luat tidak
lebih dari 0,25 meter persegi di atas tanah tersebut.

Reklame yang memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang
menempati tanah atau bangunan di tempat reklame berada:

1). Ketinggian 0-15 meter luas reklametidak lebih dari 0,25 meter persegi

2). Ketinggian 15-30 meter luas reklame tidak lebih dari 0,50 meter persegi
3). Ketinggian 30-40 meter luas reklame tidak |ebih dari 0,75 meter persegi
4). Ketinggian 45 meter luas reklametidak lebih dari 1 meter persegi
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Dasar hukum yang mengatur pajak reklame di daerah adalah :
1). Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 28 Tahun 2011
2). Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Penyel enggaraan Reklame.

Menutut peraturan daerah ada 3 (tiga) kebijakan (sanks) yang diambil

oleh pemerintah bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran yaitu izin dicabut,

sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. lzin penyelenggaraan reklame dapat dicabut apabila:

a

€.

Pemegang izin tidak memenuhi kewagjiban-kewajiban mengenai tempat
pemasangan reklame yang dikuasi pemerintah daerah.

Terdapat perubahan pada reklame sehingga tidak sesuai dengan izin yang
diberikan.

Reklame yang diselenggarakan tidak dipelihara sehingga tidak selalu
dalam keadaan baik.

Tidak memenuhi syarat-syarat keindahan kota, keamanan, kesopanan,
ketertiban umum, kesusilaan, keagamaan, dan kesehatan.

Pajak reklame tidak dipenuhi sebagai mana mestinya.

2. Sanks administrasi dibebankan jikawagjib pgjak :

a

Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar sehingga setelah lewat tenggang
waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sgak SKPD diterima, dikenakan
sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pgjak yang
terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan administrasi sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari pagjak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sgak saat
terutangnya pajak.

Apabila SPTPD tidak disampaikan pada jangka waktu yang telah
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
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kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan
dihitung sgjak saat terutangnya paj ak.

3. Sanks pidanadiberikan apabila:

a. Wagjib pgak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengis tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali
pajak terhutang.

b. Wagjib pgak yang dengan sengagja tidak menyampakan SPTPD atau
mengis tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan Keuangan
Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyan 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak Reklame

Paak harus dipenuhi sebelum izin dikeluarkan, sehingga sistem
pemungutan ini terkenal dengan sistem pembayaran dimuka (PDM). PDM
sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai ketetapan defnitif, karena pada
akhir tahun tidak dilakukan penetapan rampung, sehingga penetapannya
dilakukan pada saat izin pemasangan reklame akan diterbitkan setelah persyaratan
lain dipenuhi. Surat ketetapan pajak maupun retribusi atau pungutan lainnya
dikeluarkan dalam bentuk surat kuasa atau menyetor (SKUM), dimana SKUM
tersebut berperan seperti SKP rampung yang memuat nama dan alamat wajib
pajak, tahun paak, besarnya pajak yang terutang, ukuran dan jenis reklame yang

akan dipasang, serta aturan pembayaran (tanggal pembayaran).

2.3.4 Tarif Pgjak Reklame
1) Nilai Sewa Reklame

Besar kecilnyanilai sewa suatu reklame berdasarkan :
a Lokas


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

Penempatan reklame yang terbagi atas daerah protokol, ekonomi dan
lingkungan (ditetapkan dalam keputusan gubernur). Lokas atau tempat yang
tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dipasang reklame kecuali adaizin dari
Bupati yaitu sekitar alun-alun kota dan jalan-jalan Pemerintah.

b. Jenis Reklame
Setiap jenis reklame yang diselenggarakan mempunyai tarif masing-masing.
Semakin istimewa media yang digunakan semakin besar pgjak yang harus
dibayar.

c. Jangka Waktu Penyelenggaraan
Masa penyelenggaraan reklame mempengaruhi tarif pgak yang harus dibayar.
Semakin lama penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan semakin besar
pajak yang harus dibayar. Dilihat dari jangka waktu penyelenggaraan, pajak
reklame dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu paak reklame insidentil (paak
dengan masa penyelenggaraan pendek yaitu dengan hitungan hari), dan pajak
reklame terbatas atau tetap (pajak dengan masa penyelenggaraan panjang yaitu
satu tahun penyelenggaraan).

d. Ukuran Media Reklame
Semakin besar ukuran reklame, semakin tinggi pula tarif pajak yang harus
dibayar oleh wajib pajak.

2) Ketentuan Tarif
Tarif pgak reklame adalah 25% (dua puluh lima persen). Sedangkan untuk
reklame rokok dan minuman alkohol ditambah 25% dari pokok paak. Reklame
yang menambah ketinggian sampai dengan 15 meter ditambah 20% dari pokok
paak 15 meter pertama.
Tarif pemasangan reklame menurut penyelenggaraannya adalah sebagai
berikuk :
a) Reklame Kain : umbul-umbul, sepanduk dan sejenisnya nilai sewa reklame
sama dengan reklame papan yaitu 1 hari s/d 1 minggu sebesar Rp 5.000,00.
b) Reklame Tempel atau Stiker : Rp 5 per meter persegi atau sekurang-kurangnya
Rp 500.000,00 setiap penyelenggaraan.
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c) Reklame berjalan atau reklame kendaraan : Rp 5.000,00 per meter persegi per
hari.

d) Rekalme udara: Rp 2.000.000,00 per peragaan maksimal 1 bulan.

€) Reklame suara: Rp 1.000,00 per 15 detik.

f) Reklame film atau slide : Rp 5.000,00 per 15 detik dengan suara dan Rp
2.000,00 per 15 detik tanpa suara.

g) Reklame peragaan : Rp 12.000,00 per hari atau setidak-tidaknya minimal Rp
400.000,00 untuk peragaan di luar ruangan yang bersifat permanen dan Rp
200.000,00 untuk peragaan yang tidak permanen.

h) Reklame indoor atau di dalam ruangan sama seperti reklame peragaan namun
mendapat potongan 50%.

i) Reklame papan, bilboard, videotron, LED per 1 meter persegi per hari :

Protokol A : Rp 15.000,00.

Protokol B : Rp 10.000,00.

Protokol C : Rp 8.000,00.

Ekonomi kelas | : Rp 5.000,00.

Ekonomi kelas 11 : Rp 3.000,00.

Ekonomi kelas 111 : Rp 2.000,00.

Lingkungan : Rp 1.000,00.

Besarnya tarif pgak reklame berdasarkan letak strategis dan Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP) dalam waktu setahun :

a. Berdasarkan letak strategis di wilayah Kabupaten Jember :

1. Klasifikasi A = Rp 150.000,00 / meter persegi/ tahun
2. Klasifikasi B = Rp 100.000,00 / meter persegi/ tahun
3. Klasifikas C = Rp 75.000,00 / meter persegi/ tahun

b. Berdasarkan NJOP di wilayah Kabupaten Jember :

1. Klasifikasi A = Rp 150.000,00 / meter persegi/ tahun
2. Klasifikasi B = Rp 100.000,00 / meter persegi/ tahun
3. Klasifikas C = Rp 75.000,00 / meter persegi/ tahaun

N o o &~ wDd R

3) Penjelasan Tambahan Tentan Pajak Reklame :
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. Pengertian reklame termasuk juga merk, ssmbol logo perusahaan yang
merupakan tanda atau inisial atau lembaga perusahaan yang dapat mudah
dikenal orang.

. Reklame papan : tinplate, poster, wrapping, dan yang ditempel-tempel ke
dinding, pagar, tiang, dan lain sebagainya.

. Reklame kain : bendera, krey, umbul-umbul dari bahan kain, karet, karung,
dan lain-lain.

. Reklame kendaraan : kapa laut, kereta api, pesawat udara, dan lain
sebagainya.

. Reklame yang berguna contohnya seperti gantungan kunci, kanting, dan

lain-lain.
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GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA
3.1 Sgjarah Singkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat,
kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sebuah
sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967,
pengel olaannya bertanggung jawab dilingkungan secretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan
kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan masih terpecah - pecah dilingkungannnya
masing - masing. Setelah kelembagaan — kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub
Direktorat Dinas Pendapatan Daerah ( SDPD ) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan
bersekala besar. Berarti kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar
dengan kekuatan menampung karyawan sebanyak 284 orang.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan
Daerah sesuai dengan instruksi Mentri Dalam Negri( mendagri ) yang sampal saat ini masih
dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsure pelakasana Pemerintah
Kabupaten di bidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Kepala Dinas
Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan
pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah.

3.1.1 Vis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Secearaumum visi diartikan sebagai pandangan jauh kedepan tentang bagaimana instansi
tersebut harus dibawa kemasa depan agar tetap konsisten dan visi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember ini digambarkan dalam proyek limatahun kedepan tentang stuktur dan
keadaan pendapatan daerah yang dicapai dan di wujudkan dalam limatahun yang akan datang.
Dari konsep yang di jelaskan diatas,

24
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maka Vis dari Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Jember adalah "Dispenda

merupakan dinas yang antisipatif, inovatif, dan produktif.”

3.1.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Pengertian misi sesuai dengan visi Dinas Pendapatan Daerah dapat diartikan
sebagai upaya yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan
mengarahkan sumber daya yang telah tersedia secara optimal untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan yaitu tercapainya peningkatan Pendapatan Daerah
setigp tahurmya sesuai potensi yang dimiliki. Adapun misi dari Dispenda
Kabupaten Jember adalah :

Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan.
Menggali dan melakukan pemungutan pendapatan asli daerah becaraintensif.
Menyel enggarakan akuntansi daerah.

A w DR

Memenuhi pemasukan pendapatan daerah.

3.2 Struktur Organisas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
3.2.1 Stuktur Organisasi

Stuktur Organisasi adalah bentuk atau bagan pengelompokan pekerjaan
yang pembagiaanya disesuaikan dengan tingkat jabatan masing - masing yang
bekerja sama untuk mencapai tujuan — tujuan organisasi. Pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember, Struktur organisasi dikatakan efektif jika tidak
tergantung dari sgjauh mana struktur organisasi itu dapat mendorong atau
menghalangi usaha untuk mencapa tujuan. Pada Dinas Pendapatan Kabupaten
Jember struktur organisasi berbentuk piramida dimana kekuasaan tertinggi
dipegang oleh pimpinan (Kepala Dinas) yang kemudian diikuti oleh kepala
bagian-bagian masing-masing fungs jabatan. Bentuk susunan bentuk organisasi
Dispenda merupakan bentuk oraganisasi yang fungsional yaitu organisasi yang
wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi
dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang berhak
memerintah semua pelaksana yang ada selama menyangkut bidang kerjanya.
Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember seperti
gambar tersebutt.
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Gambar 3.2.1: Struktur Organisas Dinas Pendapatan Daerah K abupaten Jember
Sumber : Perda Kabupaten Jember No. 55 Tahun 2012

Berdasarkan gambar 3.2.1 susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember terdiri dari :

KepalaDinas

Sekretariat

Bidang Pendataan dan Pelayanan
Bidang Penetapan dan Verifikasi
Bidang Penagihan K eberatan

Bidang Pembukuan dan Pengendalian
Kelompok Jabatan Fungsional

Unit Pelaksana Teknis
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3.2.2 KepaaDinas
Kepaa Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah

kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan Pajak Daerah dan Retribus

Daerah, Bagi Hasil Pgjak / Bukan Pgak, dan mengkoordinasikan pemungutan

Pendapatan Adli Daerah (PAD)

Dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalian

dan pengembangan pendapatan, evaluas dan monitoring serta pengendalian

pel aksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas

memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggara urusan di bidang pendapatan daerah.

2. Perumusan kebujakan teknis di bidang pendapatan daerah.

3. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah.

4. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Adli Daerah (PAD),
Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Y ang Sah.

5. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada
lingkungan Dinas.

6. Pelaksanaan perencanaan, pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan dan
pengendalian oprasional Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Pemberian ijin tertentu di bidang pendapataan daerah.

8. Pelaksaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan Pgjak Daerah dan
Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya.

9. Pelaksanaan pengembangan, evauasi, monitoring dan pengendalian
pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

10. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang Pendapatan Adli
Dagerah.

3.2.3 Sekretariat
Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan
program, kegiatan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga

kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pengelolaan benda
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berharga, pemeliharaan, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan

pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat memiliki

fungsi sebagai berikut :

1.

N o g &

©

Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana program dan
kegiatan dinas.

Penyelenggaraan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka
menunjang kelancaran pel aksanaan tugas.

Pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi kepegawaian
keuangan, gaji pegawai dan umum.

Pengel olaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor.

Penyel enggaraan kehumasan dan keprotokolan.

Pengkoordinasian di bidang-bidang di lingkungan Dinas.

Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan
kegiatan.

Pel aksanaa Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

9. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

10.

11.

12.

13.

14.

Penyigpan bahan daam rangka penyusunan anggaran  dan
pertanggungjawaban keuangan.

Pencatatan pengadaan dan pengel uaran benda-benda berharga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua
unit organisasi di lingkup Dinas.

Pel aksanaan tugas lainnya yang diberikan kepada Kepala Dinas sesual dengan
peraturan yang berlaku.

Sekretariat terdiri dari :
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas melaksanakan

urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda

berharga, kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian mempunyai fungs meliputi :

El A

o

Pel aksanaan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan.

Pengel olaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan.

Pel aksanaan tugas kehumasandan keprotokolan.

Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, keamanan kantor dan
mempersiapkan sarana dan prasarana kantor.

Pel aksanaan pelayanan administrasi pel aksanaan dinas.

6. Penyusunan rencana kebutuhan benda berharga, dat-alat kantor dan barang

10.
11.

12.
13.

14.

inventaris.

Pelaksanaan pengadaan, penrindustribusian, pemeliharaan prasarana dan
prasaran kantor dan pengelolaan inventarisas barang.

Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda
berharga serta perhitungan persediaan benda berharga.

Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan
labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang.

Penyiapan bahan untuk penghapusan barang.

Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara
periodik serta menyusun pertanggung jawaban pengurusan barang.
Penyelenggaraan administrasi kepegawaian.

Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data
kepegawaian, buku induk pegawal, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala,
pembinaan karir dan pensiun pegawai di lingkungan dinas.

Penyusunan formasi pegawai, penyigpan bahan dalam usaha meningkatkan
disiplin, kesgahteraan dan mutu pengetahuan pegawai di lingkungan dinas.

b) Sub Bagian Perencanaa

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok penyusunan program,

kegiatan, anggaran dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian

Perencanaan mempunyai fungsi meliputi :
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Penyusungan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas.

2. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas.

Penghimpunan dan mengelola bahan-bahan untuk penyusunan anggaran
belanja langsung dan belanja tidak langsung ke daam Rencana Kerja
Anggaran (RKA).

Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran
pendapatan dinas.

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

6. Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan

dinas.

7. Pelaksanaan evaluas pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

10.
11.

12.

13.

Pengumpulan dan analiasa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang lingkungan dinas.

Pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan
kegiatan dinas.

Penyusunan |aporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

Penyusunan rencana pendapatan daerah dan rencana ekstensifikas
intensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Penyususunan naskah Rencana Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan
peraturan pelaksanaan lainnya tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah
serta pendapatan lainnya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

¢) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketata usahaan

keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan

memiliki fungsi meliputi :

1.

Pengel olaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak
langsung.

Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikas Surat Permintaan
Pembayaran (SPP).
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3. Pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dinas.

4. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).

5. Penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaliasi kinerja
keungan.

6. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai.

7. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta
biaya-biayalain sebagai pengeluaran dinas.

8. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan dinas.

9. Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pgjak Daerah dan Retribusi
Daerah ke Kas Daerah.

10. Pembinaan administrasi keuangan di Lingkup Dinas.

11. Penyusunan Neraca Keuangan Dinas.

3.2.4 Bidang Pendataan dan Pelayanan
Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan
pendataan dan pendaftaran objek dan subjek Pgjak Daerah / Retribusi Daerah,
pengelolaan data serta penyajian informasi Pajak Daerah / Retribusi Daerah serta
melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang perpajakan Daerah, dan tigas
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendataan dan
Pelayanan mempunyai fungsi meliputi :
1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib
Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan Objek Pgjak Daerah/ Retribusi Daerah.
2. Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, sosiadlisasi dan konsultasi tentang
perpajakan daerah.
3. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber
pendapatan pagjak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah.
4. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wgjib Pgjak Daerah / Retribusi
Daerah dan Objek Pajak Daerah.
5. Pembuatan Daftar Induk Wajib Pgak Daerah dan Retribus Daerah
menyimpan surat peragjakan dan retribusi daerah.

6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Perpajakan dan Retribusi Daerah.
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Bidang Pendataan dan Pelayanan terdiri dari :
a) Seks Pendataan dan Pendaftaran

Seks Pendataan dan Pendaftaran mempunyal tugas melaksanakan

pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan Objek
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Pendataan dan Penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pendataan dan

Pendaftaran mempunyai fungsi meliputi :

1.

Penyusunan rencana program dan kegiatan pendataan Wajib Pajak Daerah /
Wagjib Retribusi Daerah dan Objek Pgjak Daerah / Retribusi Dagerah.
Pelaksanaan penilaian objek pgak termasuk proses klasifikas Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP).

3. Pelaksanaan pendataan Objek dan Subjek Pgjak Daerah / Retribusi Daerah.

4. Pelaksanaan pembentukan, pemeliharaan dan pemutakhiran basis data nilai

10.

11.
12.

objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

Pelaksanaan pendataan sumber pendapatan Pajak Daerah / Retribusi Daerah
dan sumber pendapatan lain yang sah.

Penyampaian formulir SPTPD dan SPOP kepada Subjek Pgjak Daerah dan /
atau Wajib Pgjak Daerah setelah dilakukan pencatatan dalam buku dan daftar
SPTPD dan SPOP.

Pengumpulan dan pengolahan data Objek dan Subjek Pajak dan/atau Wajib
Pajak Daerah melalui Surat Pemberitahuan Pgjak Daerah (SPTPD) dan Surat
Pemberitahuan Objek Pgjak (SPOP).

Pelaksanaan penelitian kelengkapan formulir pendataan SPTPD dan SPOP
yang telah diisi oleh Subjek Pajak dan / atau Wajib Pajak atau kuasanya.
Pelaksanaan penelitian kesesuaian data objek pajak dengan keadaan objek
pajak di lapangan.

Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pgjak Daerah / Retribusi Daerah dan Objek
Pajak Daerah / Retribusi Daerah.

Pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
Pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wgjib Pajak Daerah (NPWPD)
serta penyusunan Daftar Induk Wajib Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah.
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Pemrosesan dan penerbitan perijinan setelah kelengkapan persyaratan dan
kebenaran data terpenuhi.

Penyimpanan dan pendokumentasian arsip pgjak daerah dan retribusi daerah.
Pel aksanaan perubahan data terhadap objek pgjak dan subjek pajak.
Penyusunan dan pengolahan sistem informasi pengolahan data induk Wajib
Pajak Daerah / Retribusi Daerah.

Pel aksanaan pengolaan data dan informasi Pgjak Daerah.

Pengawasan terhadap pemnafaatan dan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pemeliharaan dan perbaikan program aplikas serta pembuatan back-up data
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyusunan |aporan pel aksanaan tugas sebagal bahan pertanggung jawaban.

b) Seksi Pelayanan dan Penyuluhan

Seks Pelayan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

dan penyuluhan tentang Pajak Daerah dan Rtribusi Daerah, dan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan dan

Penyuluhan mempunyai fungsi meliputi :

1.

Pelaksanaan pelayanan perpgakan daerah dan evaluas atas pelayanan
perpaj akan.

Penerimaan npengaduan dan permohonan penyelesaian masalah perpajakan
dari Wajib Pajak.

Pendistribusian permohonan permasalahan perpajakan ke bidang terkait untuk
diproses lebih lanjut.

Penerimaan hasil penyelesaian permasalahan perpajakan dari bidang terkait
untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pel aksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan konsultasi tentang
Pajak Daerah / Retribus Daerah baik dalam lingkup dinas maupun kepada
masyarakat.

Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas penyusunan pelaksanaan tugas sebagai

bahan pertanggung jawaban.
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3.2.5 Bidang Penetapan dan Verifikasi

Bidang Penetapan dan Verifikass mempunyai tugas melaksanakan
perhitungan, dan menetapkan Pajak Daerah / Retribusi Daerah serta mel aksanakan
verifikas administrasi dan/atau lapangan atas materi penetapan Pgjak Daerah dan

Retribusi Dagerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penetapan dan

Verifikas mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan perhitungan penetapan nilai Pgjak Daerah / Retribusi Daerah dan
Objek Pajak Daerah.

2. Pelaksanaan verifikas administrasi dan/atau lapangan atas materi penetapan
Pgjak Daerah.

3. Penerbitan Surat Ketetapan Pgak Daerah dan Retribusi Daerah dan surat
ketetapan lainnya.

4. Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Penetapan dan Verifikas, terdiri dari :

a) Seksi Penetapan dan Legalisasi

Seks Penetapan dan Legalitas mempunyal tugas melaksanakan penerbitan

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pgjak Terhutang

(SPPT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan lainnya

serta melaksanakan legalisas terhadap sarana pemungutan Pgjak Daerah /

Retribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapab

dan Verifikasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penetapan dan

Legalisasi mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan perhitungan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah dalam nota
perhitungan atas dasar kartu data sesuai dengan tarif Peraturan Daerah yang
berlaku.

2. Peaksanaan perhitungan kembali Pgak Daerah terhutang atas permohonan
Wajib Pajak.

3. Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pembayaran / penyetoran pajak atas
permohonan wajib pajak.
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Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penilaiana dan perhitungan Pajak
Dagerah dan Retribusi Daerah.

Pelaksanaan penerbitan SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKBDLB, dan
SKPDN berdasarkan nota perhitungan Pgjak Daerah.

Penerbitan Surat K etetapan Retribusi Daerah (SKRD).

7. Penerbitan surat ijin angsuran dan surat ketetapan lainnya.

10.

11.
12.

Penyusunan daftar rekapitulas penerbitan Surat Ketetpan Pagak Daerah
(SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan
lainnya.

Pelaksanaan pengarsipan SKPD / SKRD dan surat lainnya yang berkaitan
dengan penetapan.

Pelaksanakaan legalisasi benda-benda berharga yang diperlukan sebagai
sarana pemungutan Pagjak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pelaksanaan legalisali terhadap objek Pajak Daerah.

Penyusunan |aporan pel aksanaan tugas sebagal bahan pertanggung jawaban.

b) Seksi Verifikasi

Seks verifikas mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap

pelaksanaan penetapan Objek Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Verifikasi

mempunyai fungsi meliputi :

1

Penyusunan rencana program dan kegiatan verifikas Pgak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Pelaksanaan verifikasi dan pelitian kesesuaian penetapan Pgjak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Pelaksanaan verivikasi administrasi dan/atau lapangan (verlab) atas penetapan
objek Pgak Daerah dan Retribusi Daeraha.

Pelaksanaan konfirmasi dan Klarifikas terhadap perubahan data dan/atau
ketidaksesuaian data terhadap objek Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah.
Inventarisasi dan verifikas pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung

jawaban.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

36

3.2.6 Bidang Penagihan dan Keberatan
Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan
penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepal Dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan dan
Keberatan mempunyai fungsi meliputi :
1. Melaksanakan pendistribusian SKPD, SPPT, SKRD dan surat ketetapan
lainnya.
2. Pelaksanaan penagihan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah.
4. Penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari :
a) Seksi Penagihan
Seks Penagiha memiliki tugas melaksanakan kegiatan penagihan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang Penagihan dan K ebertan.
Untuk melaksanakan tugas sebagamana dimaksud, Seksi Penagihan
mempunyai fungsi meliputi :
1. Penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan Pgjak Daerah dan
Retribusi Daerah.
2. Penyampaian SPPT/ SKPD/ SKRD dan sarana administrasi lainnya yang
berhubungan dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan Paak Daerah dan
Retribusai Daerah.
4. Perumusan langkah-langkah dalam mengintensifikasi oprasiona penagihan
Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pelaksanaan penagihan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah masa berjalan
maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo.
6. Penerbitan surat tagihan Pgjak Daerah dan Retribus Daerah yang telah
melampaui batas akhir pembayaran/ batas waktu jatuh tempo.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10.
11.

12.

37

Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka
pel aksanaan penagihan Pajak Daerah dan Rtribusi Daerah.

Pelaksanaan monitoring dan evaluas pelaksanaan penagihan Pgak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Penyusunan laporan secara berkala relisasi penerimaan Pajak Derah dan
Retribusi Dagerah.

Penatausahaan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pelaksanaan pemrosesan permohonan penghapusan piutang Pgjak Daerah dan
Rtribusi Daerah.

Penyusunan |aporan pel aksanaan tugas sebagal bahan pertanggung jawaban.

b) Seks Keberatan dan Pengurangan

Seks Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas meleksaknakan

penyelesaian permohonan kebertana, pengurangan dan permasalahan Pgjak

lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan
K eberatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kebertan dan

Pengurangan mempunyai fungsi melipuiti :

1.

Penyusunan rencana program dan Kkegiatan penyelesaian keberatan,
pengurangan dan restitusi.

Melaksanakan pemrosesan permohonan keberatan, keringanan/ pengurangan,
pembetulan, pembatalan, pemnundaan pembayaran dan pembebasan atas
materi penetapan pajak serta pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah.
Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang terkait dalam rangka
penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan atas penetapan Pajak
Dagerah.

Pelaksanaan kooordinasi dan kerja sama daam rangka penyelesaian
npermohonan keberatan atas penetapan Pgjak Daerah.

Penelitian dan periksaan kelengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak
Dagerah.

Penyampaian Laporah Hasil Penelitian untuk dipertimbangkan permohonan
diterima atau ditol ak.
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7. Penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan
keberatan dan pengurangan.

8. Penyusunan Surat Keputusan untuk diterima sebagian atau seluruhnya atau
ditolah terhadap permohonan keberatan dan pengurangan wajib pajak daerah
berdasarkan pertimbangan Laporan Hasil Penelitian.

9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan pertimbangan
keberatan Pajak Daerah.

10. Pelaksanaan pemberian layanan Restitus dan/ atau kompensasi, penundaan
dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah.

11. Penelitian kelebihan pembayaran Pgjak Daerah yang dapat diberikan restitusi
dan atau pemindah bukuan.

12. Pelaksanaan pemindah bukuan penerimaan awa dan penerimaan akhir Pajak
Dearah akibat terjadinya Restitusi.

13. Penyusunan laporan pel aksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

3.2.7 Bidang Pembukuan dan Pengendalian
Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan
urusan di bidang pembukuan dan pengendalian oprasional, yang meliputi
pengawasan oprasiona pemungutan, penertiban objek pajak, pelaksanaan
pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan Pagjak Daerah, Retribusi Daerah,
Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta
benda berharga dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembukuan dan
Pengendalian mempunyai fungsi melipuiti :
1. Pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pgjak Daerah dan
Retribusi Daerah dan pendapatn daerah lainnya.
2. Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala.
3. Pelaksanaan monitoring/ pengawasan oprasional pemungutan dan penyetoran
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring

dan evaluasi pendapatan daerah.
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Pelaksanaan koordinasi dan pencairan/ pelimpahan Bagi Hasil Pajak/ Bukan
Pajak.

Pelaksaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian
dan penertiban objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengawasan terhadap penyel esaian sengketa pemungutan Pajak Daerah.

Bidang Pembukuan dan Pengendalian terdiri dari :
a) Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seks Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan benda

berharga, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan
Pengendalian.

Untuk melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud, Seksi Pembukuan dan

Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :

1.

Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembukuan penerimaan
pendapatan Pgak Daerah dan Retribus Daerah dan pendapatan daerah
lainnya.

Penerimaan serta pencatatan bukti setor / Surat Tanda Setor (STS) Pgak
Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya ke buku kas
pembantu penerimaan sgjenis.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang kelengkapan dokumen/
bukti penyetoran / pelimpahan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah serta
pendapatan daerah lainnya.

Pelaksanaan koordinasi dan pencocokan redlisasi penerimaan Pgjak Daerah
dan Retribus Daerah serta pendapatan daerah lainnya dengan Badan
Pengelolaan K euangan dan Aset Kabupaten.

Pelaksanaan koordinasi tentang rencana penerimaan (Renpen) dan pencairan
penerimaan Bagi Hasil Pgak / Bukan Pgak dengan Pemerintah Provinsi/
Pusat.

Penyigpan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan proses

pencairan penerimaan Bagi Hasil Pgjak / Bukan Pajak.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10.
11.

12.

13!

40

Pelaksanaan rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan Bagi Hasil Pagjak/
Bukan Pgak dengan Pemerintah Provinsi/ Pusat dan Rekonsilias Pajak
Penerangan Jalan (PPJ) dengan PT. PLN setempat.

Inventarisas dan mendokumentasikan surat-surat serta dokumen pencairan
penerimaan Bagi Hasil Pagjak / Bukan Pgjak.

Pencatatan target dan realisasi penerimaan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah
dan pendapatan daerah lainnya.

Pel aksanaan pembukuan dan pelaporan relisasi keuangan benda berharga.
Penyusunan laporan secara berkala (bulanan) target dan relisasi penerimaan
pendapatan daerah.

Pengkajian atas relisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
pendapatan |ainnya berikut permasalahannya.

Penyusunan |aporan pelaksanaan tugas sebagal bahan pertanggung jawaban.

b) Seks Pengendalian dan Penertiban

Seks Penegndalian dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan

pengendalian, monitoring, evaluas dan penertiban terhadap pemungutan dan

penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

Untuk melaksanakn tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penegndalian dan

Penertiban mempunyai fungsi meliputi :

1.

Penyusunan rencana program dan kegiatan penegndalian oprasional dan
penertiban Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pelaksanaan kegiatan penegndalian oprasiona penertiban Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Pelaksanaan monitoring pemungutan dan Penyetoran Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dalam lingkup Dinas.

Pelaksanaan pemeriksaan bilamana ada indikasi penyalahgunaan keuangan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan
terhadap Wajib Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat dan / atau

tidak melaksanakan pembayaran sesuai perundang-undangan.
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6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan
terhadap penylahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Pelaksanaan koordinasi penertiban terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribus
Daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajiaban.

8. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban penbayaran Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

9. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak
Daerah.

10. Pelaksanaan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya sesua tahapan relisasi
penerimaan pendapatan daerah.

11. Penyusunan laporan pel aksanaa tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

3.2.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas melaksanakan sebagian
tugas pemerintah kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Terdiri dari
tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya. Kelompok sebagaimana dimaksud dipimpin oleh
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jumlah jabatan
fungsiona ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang

jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

3.2.10 Unit Pelaksanaan Teknis

UPT memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas teknis oprasiona dinas
dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai
wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas
pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas
lain yang diberika oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT mempunyai
fungsi melipuiti:

1. Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan Dinas.
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Pel aksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas.

3. Pengelolaan  pelaksanaan  pengadaan,  pengumpulan,  pengolahan,
penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan sarana dan prasarana.

4. Pelaksanaan pemeliharaan / perawatan, pembinaan, pengamanan dan
peningkatan pelayanan.

5. Peningkapan Pendapatan Adli Daerah dan pelaporan secara rutin hasil
pemungutan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Penyetoran hasil pemungutan Pgak Daerah dan Retribus Daerah ke Kas

Daerah melalui Bendahar Penerimaan Dinas.
3.2.11 Kepegawaian Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki pegawai sebanyak
180 (termasuk UPTD dan kecamatan) antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.2.11 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Rekapilutasi Pegawai tahun 2015-2016

No Unit Organisasi danNama Jabatan Jumlah Pegawai
1 |KepalaDispendaKabupaten Jember 1
2 |Sekretariat 8
3 |Bid. Pendaftaran dan Pelayanan 25
4 |Bid. Penetapan & Verifikas 14
5 |Bid. Operasional 18
6 |Bid. Pembukuan & Pengendalian 12
7 |UPTD Pengelola Gedung Pertemuandan Saran Olah Raga 3
8 |DispendaKecamatan 69
9 |UPT. Wisata Pemandian & Hotel KebonAgung 6
10 |UPT. Wisata Pemandian & Hotel Rembangan 2
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11 |UPT. Wisata Pemandian Patemon Tanggul 6
12 |UPT. Wisata Pantai Watu Ulo 10
Total JumlahPegawai 180

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

3.3 Kegiatan Pokok

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana yang pada

hakekatnya menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten, baik yang

bersifat wajib maupun pilihan. Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala Dinas

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Kabupaten.

Adapun kegiatan pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember yaitu:

a

Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan

pajak dan retribusi, bagi hasil pgjak atau bukan pajak dan menyelenggarakan

pemungutan Pendapatan Adli Daerah, mengadakan koordinasi dengan

instans terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalian dan

pengembangan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan kegiatan pokok Dinas Pendapatan mempunyai fungsi

meliputi:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

2) Penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang pendapatan
daerah;

3) Pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah;

4) Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan dibidang pemungutan
Pendapatan Adli Daerah;

5) Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah
serta membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

6) Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan
dana perimbangan;

7) Pemberian izin tertentu dibidang pendapatan Daerah;
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8) Evaluasi, monitoring dan pengendalian pemungutan Pendapatan Adli
Daerah; dan
9) Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi.

3.4 Penerimaan Pajak Reklame

Pada pemungutan Pajak Reklame, ada 2 jenis obyek yang di kenakan tariff
yaitu Pgak Reklame Tetap dan Pgak Reklame tidak tetap (Isidentil). Pajak
Reklame Tetap adalah Pajak yang memiliki durasi penyelenggaraan kurang lebih
1 tahundan di survey oleh Pihak / petugas Pgjak Reklame Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember, sedangkan Pajak Reklame tidak tetap (Isidentil) sesuai
dengan Peraturan Bupati Jember (PERBUB) no 28 tahun 2011 pasal 1 ayat 23
menyatakanisi “Reklame Is dentil adalah Reklaame Baliho, kain, reklame
peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara,
reklame apung dan reklame suara.” Kesimpulannya reklame isi dentil bersifat
sementara dengan durasi kurang dari satu tahun dan tidak ada survey dari petugas
Dinas Pendapatan Daerah Jember.

Berkaitan dengan Peraturan Bupati Jember (PERBUB) nomer 28 Tahun
2011 nomer 12 yang isinya “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pagjak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5179), Peraturan Bupati Jember
(PERBUB) no 42 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelengaraan Reklame Pasal 1.

Daftar Nama Obyek Pgjak Reklame Tetap dan Isidentil yang sudah di data
dan sudah terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat
dalam table di bawah ini sebagai berikut ;
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Tabel 3.2 Daftar Objek Pajak Reklame Tetap tahun 2015 - 2016

objek fapak Reklome Tefap

Rukaning Alamat Lokas|

.1.1.04.C 1.1mmmmrm JL. KARIMATA NO. 113 - JEMBER JL. KARIMATA NO. 113 - JEMBER
(4.1.9.04.01.188 Rekiame Bifboard manempsl Dinding / Mursl |JL ADI SUCIPTO 23 MANAHAN SOLO J.mn&ammaumum
4.1.1.04.01.184 Rekame Blbowd dangan Pansrangan L KAUMANTAN 188 JEVBER ____|JLN. RALIMANTAN JEMBER PN, GEDUNG SUTARJO)
4,1.1.04.0 l.lﬂww JLN. GAJAH MADA - JEMBER JLN. KALIMANTAN - JEMBER
[4.1:1.04.01.16€ Reidarme Bilbowd maramos Dindng  Mursl__|IL RASULTA - KALIWATES I RAYA SULTAN AGUNG KALIWATES
d 1.1, HJH_!”M'WM&W JL RASULTA - KALIWATEE L. RASULTA JEMBER
d.1.1.04.01 10 I‘MMEW L KAYAM WURLIK 227 JEMBER L. HAYAM WURLK 227 JEMBER
[t Rexirma Bilbowd dangan Pacwrangan [JC KALIMANTAN 72 JEWBER TRUNOIOYO 83 JEMBER
X Reiame Blkowd dingan Pacerangin A AN - KALIWATES ACH. YANL- KALWWATES
411,041,188, Rakiame Bilboasd ranampel Dinciog /Wrs__|IL_ GAJAH WADA 168 JEVBER 2L GAJAH NADA NO.185 JEMBER
sargen Purerargan JL DIPONRBORG 24 2L DIPONEGORO 24 KALIWATES
7 L BRAWWAYA 71 - KALTWATES ___|JL BRAWUIAYA KALWWATES

|

JL RAYA BULTAN AGUNG KALIWATES
L TRUNDJCYO KALIWATES

JL SULTAN AGUNG 120 JEMBER

JL. TRUNCJOYO KALIWATES

JL. TRUNCJOYO KALIWATES

| JL DIPONEGORD KALWATES

1.1.04.01.168 Rekiame Biltoard manempel Dinding / Mursl UL RASULTA 36 - KALIWATES [ JL RAYA SULTAN AGUNG KALIWATES
14.1.1.04.0 1.1u.wmm Dinding / Mursl [ RASULTA 36 - KALIWATES | JL RAYA BULTAN AGUNG KALIWATES

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016
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Tabel 3.3 Daftar Obyek Pajak Reklame Isidentil ( TidakTetap ) tahun 2015-2016

Obgek pnk Reflome Iolental

NO Nama Rekening Alamat Lokas!
1[MANDIRI ADV 4.1.1,04.02.170.Raklame Banner _|JL MANGGAR 170 JEMBER 1L TEUKU UMAR, GLADAK PAKEM
2 m:ﬁﬁﬁg' JEMBER 4.1.1.04.02.168 Roklame Spandu L. & YAN) 86 JEVBER 1L BAMIATAN
3|BEBEK MBEGOR 4,1.1.04.02.168 Reklame Spanduk  |JL. KARIMATA JEMBER JL BRAWIIAYA
4]UD. SENYUM MEDIA £.1,1,04.02.168 Relame Spanduk_|JL. KALMANTAN 7 JEMBER JLUDANG WINDU
5[CV. GARUDA SAKTI INDONESIA 4.1.1.04 02188 Reklame Spandus [JL. JAMBU 12 JEMBER UL KALIMANTAN
8{PT. NIKK SUPER 4.1.1,04.02.188 Reklame Spaduk._|JL SRIWJAYA IV 45 JEMBER ILKARIVATA
7|MEDIA 88 KREASINDO 4.1.,04102.188 Reklama Spancuk _|JLLDELIMA PUTIH 24 JEMBER JLKARINATA
B[BEBEK ADUS KAL 411,04 02,168 Rekdama Spanduk_|JL SRIUAYA L SRIWIAYA
8[SAKILA ADVERTISING 4110402170 Reklama Barner | JL.DR.SOEBANDI 35 PATRANG ___|IL TRUNOJOYO | HAL GOLDEN NARKET
10[3::{] ﬁmuﬁ JEMBER KOMISARIAT [, o, 1 e i spmnik m::n GUNUNG BATUBLOKGID [ 1o
11/PT. ADIAN UTAMA GROUP 4.1.1.04.02.170 Roklame Banner _|JL. BELITUNG 5 JEMBER JLN MASTRIP
121§T,ms.um SURYAMEGAH  [4.1.1,04.02.170 Rekiame Banner _|JL. GAJAH MADA NO. 298 JEWBER _|GLADAK KEVBAR
13]RUMAH BERNYANYI TERMINATOR _[4.1.1,04.02.168 Reklams Spanduk_|JL. GAJAH VADA 65 JEVBER UL VANGGAR
WIZRZA 4.1.1,04,02.168 Reklame Spanduk_|JL. KARIMATA 25 B JEWBER LKA SO
15/CV,BAYU PUTRA 4.1.1,04.02.168 Reklame Spanduk_|GEDANGAN KECEALING
18]RM CIANJUR 4.1.1.04.02.170 Reklama Banver _|PERUMAHAN ARGOPURO - JEBER |IL. KALIVANTAN
17]CV. SERAWAN JAYAKARYA 4.1.1,04,02.168 Reklame Spanduk_|JL. BRANTAS 234 JENBER JLAYAN
18REJEK] CETAK PRINT 4.1.104.02.171 Reklame Batho | JL MANGGAR 51 JENBER DUKUH MENCEK SUKORAVE!
19SITQON 4.1.1,04.02.168 Reklama Spanduk_|JLKALIMANTAN VIl NO.52 JENBER _|JLKALIMANTAN
20[RIZKURUMAH ITQON ZAKAT INFAK_[4.1.1,04.02.168 ReKlame Soantuk | JL KARIVIATA 254 JENBER 1L JAWA

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

3.4.1 Tarif Pgjak dan Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame
Pengenaan tariff dan cara penghitungan pajak reklame telah terangkum
pada Peraturan Bupati Jember (PERBUB) nomer 28 tahun 2011 yaitu pada pasal
7, pasal 8, pasal 9bab 111, bab 1Vmengenai Pajak Reklame Pasal 7
1.Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
2.Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalihkan tariff pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1)
Pasal 8
1. Untuk materi reklame rokok, besarnya nilai sewa reklame ditambah 25% (dua

puluh lima persen)
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2. Setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 m (lima belas meter) pertama
dan kelipatannya, besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 20% (dua puluh
persen)

3. Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis
reklame maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya
paling tinggi.

4. Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan
reklame, maka nilai pgaknya ditetapkan menurut kelagaan yang tarifnya
paling tinggi.

5.Penetapan nilai pajak reklame dibulatkan keatas menjadi kelipatan Rp 100.00
(seratus rupiah)

6. Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan keatas menjadi dua digit
dibelakang koma.

Pasal 9

1. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara |ebar
dengan panjang bidang reklame

2. Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan / atau tidak berbingkai, luas
reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf — huruf yang
paling luar dengan jalan menarik lurus vertikal dan horizontal hingga
merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.

3. Perhitungan luas bidang reklame yang mempunya bingkai, dihitung
berdasarkan rumus luasnya.

4. Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung
berdasarkan rumus luasnya.

5. Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamenya
memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, perhitungan

luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.
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BABV
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada DinasPendapatan
Daerah Kabupaten Jember serta berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai pel aksanaan
administrasi pgak reklame maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pendataan obyek pajak reklame papan adalah sebagai berikut :
a. Petugas mendatangi WP untuk melakukan pendataan.
b. Petugas menyerahkan surat pemberitahuan kepada WP untuk diisi.
c. Petugas membawa STP yang telah diisi untuk diproses menjadi Daftar Hasi|
Pendataan (DHP).
d. DHP ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
e. DHP diserahkan kembali kepada wajib pajak.
2  Proses Pembayaran Terhadap Wajib Pgjak Reklame (WP)
a. Wagjib Pajak mempunyai surat ijin dan SKP surat keterangan pajak, Wajib Pajak
(WP) diharuskan membayar seseuai dengan SKP yang telah di setujui oleh Ketua
Bidang dua ( Penetapan dan Verifikasi ) di Bank Jatim.
b. Bukti Pembayaran dari Bank Jatim yang dimiliki oleh Wgjib Pajak diserahkan ke
Bidang dua ( Penetapan dan Verifikasi ) sebagai Arsip.
c. Syarat Administrasi selesai dilaksanakan, Wajib Pgjak dapat memasang reklame di
tempat umum sesuai izin yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan K abupaten

Jember.

3. Proses penagihan terhadap WP reklame papan adal ah sebagai berikut :
a. Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKP.
b. SKP disahkan oleh bidang penetapan.
c. SKPyang telah ditetapkan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan mela ui
Kepala Tata Usaha.
d. SKPdi distribusikan ke bagian penetapan dan bagian pembukuan masing-masing satu
lembar untuk arsip, sedangkan 3 lembar lainnya untuk diserahkan pada bagian

penagi han.

69
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e. Bagian penagihan membawa SKP untuk menagih Wajib Pajak.

f.

Hasil yang di dpat dari penagihan diserahkan kepada bendahara dengan menggunakan
Tanda Setoran (TS), kemudian diserahkan kepada Bank.
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Lampiran 1

Contoh Bukti pembayaran Pgjak Reklame Tidak Tetap (Isidintil)

T e i - - .- e b . v— —
. i
kl . - i
BUKTI SETORAN bankjatim T
Cabang 4 Tanpgs \ 1 . "
foris Revorirg . | [ Simpedde 0 stk [0 tabrngan Hai 3 wbunganky Lusinaya
. : Mata Lang 0O aupiah R e S
Nomor Relering | Custormes . Tunai / No. Warkat | jumish Valas Kurs Jumi ah Ruplih
Nasma Pernilih Rokonmg
Berits [ Kelorangan
Nama Peryor i
Alamat Penyetor Fresms. - o . " i
et T w-siin — o TOTAL
Informasd Pemystor LT T — T Blays . S|
[ Moo Nasabah, No. Tanda Pengeral
Oleh Karmnis
Bank Jumitah yang diredit 1
hwsos Setoran >Rp. 100 000.000,  Lekulr xlan ‘.
- TERBILANG : !
Sumber Dana ‘
Toan Transaks © A
CF TRNTUAN |
R R L i il :
? 9401 A BBt wovigh dava P ClerITa Mg ok ]
LBy e Natalsh oy MLt v an duag A 10U 0B pebsusie wet S abiar ——————
betmirg L ey e Pt BT da el Tesher Penyotor

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
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Lampiran 2

Contoh Bukti Pembayaran Pgjak Reklame tetap

= B T
it e > T s 7 2 e R e - .
B i s . S . 2 .

- 3
- 1
bankjatim g ° |
ja =32 4§
Cabang : i Tanggal : .. A A . - 2 i
5 X B ; i [7] mbungank AT Lainaya s !
Jenis Rekoning ; ,ﬂ.‘ilmp\a{!a D Slklus ] Tabunaan Hajl .1.:_.1 Ganku 11115 : !
. Mata Uang : fplan LR L oo neermmsvinins ) Sy ¥ |
Nomor Rekening / Customer : ot Tunat / Mo, Warkat Jumlah Vaslas Kurs Jumtah Rupiah | - ‘
Nama Pemillk Pokening : : 4
Berita / Keterangan . ‘
. . Al
Nama Penyelor v =3 o
Alamat Penyetor . . - -
TOTAL ) %
- 3
Infarmasi Penyetor D st Blaya |
Oleh Komis! 4
Bank Jurmialy yang diknedit 7 '
khusus Seloran >Rp. 100,000,000, {2k vid | 1
TERBILANG \
Sumber Dana JE
Tujuan Transaksi Ty
YT - J——
100 - bkl il gl eveaeinalrkan ._‘.I.;I.;:r-—-- T

s o G i i e S Vo o e Ml S S e i A i e it s i i

Sumber Daté : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
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Jin, Jawa

Lampiran 3

Contoh Surat Setoran dan Relasi Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 324894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016

SID TANGGAL 29 Februari 2016
" REALISAS| PENERINAAN
*| s wr (AT, JUMLAH JUNLAH JUMLAR % s18A PEWNGUT
S/D BULAN LALU BULAN INI /D BULAN INI
1. 2 3 4 3 3 2 ] 5. 10,
M
4[ T 1 | | |PeNDAPATAN DAERAH 5.443.819.695.667,00 | 332.382.053.710,38 | 216.010.311.780,30 | 5§48.392.365.50088 | 15,82 527.230.066,3:
4[1] | [ [ [PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD 485.081.853.150,00 | _ 31.065.007.748,38 | 41.540.431.660,30 | 72605.469.408.88 | 1497 | (412.476.383.749,32)
1] T | |HASIL PAJAK DAERAH 1923562500000 | 7.763,635.618,00 | 7.650,090.39400 | 1531363491200 | 11,57 | _(117.043.190,
1[4 Pajak Hatel CIPENDA
“Holg Bintaog Tige 1.880.000.000,00 150.885.605,00 144.218.252,00 335,104.157,00 | 1782 [1.544.895 843,00,
“Hold Bnteng st 170.000.000,00 20.787.006,00 9.304.125,00 30.071.192.00 | 17,69 739,028 868, 00)
“Holel Melad 900.000.000,00 | 125.153.501,00 | 102.728.383,00 227.881.684,00 | 2532 (572.118.116.00
4 Petangarahan 90.000.000,00 5.302.450,00 7.218.850.00 1252230000 | 18,82 (77.477.700,00)
i 30s0ooooo | Sapfossezoo|  ZeaTosvisol  eossteatsoo] Togal  pestemsmool |
1 Pk Restoran DIPENDA
[ Rezioran 2.300.000,000,00 302 242 620,00 737.052,045.00 540,194 865,00 | 20,86 1.759.805.135,00)
- Rumah Wakan 2.300.000.000,00 305.778.695,00 730.064.659.00 54864399400 | 2386 7.751.156,606,00)
[ -Cal 35.000.000,00 7.157.706,00 1.887.815,00 (04552000 | 2584 954.480,00
-Caterng 1.350.000,000,00 | 2 941.523,00 58 520.259.00 15147056200 | 11,22 7.198.529.418 00)
= 5.385,000,000,00 §82.120.543,00 567.433.818,00 1249,554.361,00 | 2088 (4,735.445.639,00)
104 ol | Pajak Hiburan DIPENDA
[ [E Toflonan FimBcskopmens Vo0 55.000.000,00 7.058.500,00 4549.500.00 11.606.00000 | 2117 [@avz00000)]
] 3] 02] | Pagelern Kespriantusit Taridusic 200.000.000,00 0,00 0.00 000 000 7200.000.000,00)
] Blo7] | Karache 256.600.000,00 29.076.205,00 21.066.275,00 5014248000 | 16,89 (246.657.520,00)
] 03] 18] | —Permainen Biard 5.000,000,00 266.650,00 242.900.00 53055000 | 10,79 {4.460.450,00)
a1 ]oal 1] | -Perainen Gof 1.500.000,00 0.00 0,00 000 000 1.500.000,00)
31111 {08 18] | Femmainan Ketanghaan 450,000.000,00 59 461.600,00 32.130.200,00 §1.501.80000 | 20,35 [358.408.200,00)
N I D T 1.000.000.00 B81.075.00 1.105.500,00 1.086.575,00 | 193,56 986.575,00
[ i T 1.000.000.00 0,00 0,00 000 0,00 {1.000.000,00)
w[1e] | Hebugaran 1.000.000.00 0.00 0,00 000 000 (1.000.000,00)
[AEE ingan Giah 50.000.000,00 2 500.000,00 600.000,00 310000000 | 620 [46.900.000,00)
1.081.300.000,00 99.774.030,00 59.684.375,00 158,966.405,00 | 14,98 {902.331.595,00)
3 T Pl Raklams DPENDA
4[01] | Rekiame PapavBiboadVidekunNegaton 4.000,000.000.00 403,008 762,00 122.036.375.00 52504513700 | 13,13 [3.474.954.863,00]
w[oe] | 1.200,000.000.00 35 538.655,00 34.085.600,00 70634.455,00 | 5,89 11,129 365 545,00)
OENETS 10.000.000.00 0,00 0,00 080 000 (10.000.000.00)
[ Selebarzn 500.000,00 0.00 0,00 000 000 500.000.
O] | Retatme e 10,000.000.00 27 487.500,00 28 692.315.00 56.179.515,00 | 561,80 46.179.815.00
EEi 5.220,500.000,0 | 457.035.117,00 184.824.290,00 1.88 12,49 [4.566.640.593,00)
S [4[1]1]es] | | PaiskPenecangan Julan (PP} PT.PLM
RN “Pajah Penerangan Jaen PT_PLN 46.000,000.000,00 4.480.391.223,00 445000930400 | 8010.400527.00 | 1937 (37.089.599.473,
4] 1T s ee] | -Paisk Penweangan daan ton - PLN 500.000.000,00 2.399.174,00 3.139.171,00 5508.34500 | 1.1 (494 461 655,
46.500,000.000,00 4.452.790.357,00 445314847500 [ 8915.938.87200| 18,17 7, 128,

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
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Lampiran 4

l_Lfmbar Persetujuan judul

KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI. DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan 37 ~ Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 - Telp. (()331] 3“\?‘0‘)0 - FaL (0331) 332150 Email :

PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

Menerangkan bahwa :

Nama : Reviasanti Aprila Rahmanto
NIM : 130803102084

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Manajemen

Program Studi @ Administrasi Keuangan

disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

(Revisi)

Duosen pembimbing :

Nama ‘ NIP Tanda ]".mg_,.m

@@*J

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nvata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan. mulai
tanggal @ 19 Februari 2016 s.d 19 Juli 2016. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan
masih belum selesai. maka dapat mengajukan perpanjangan selama 2 bulan. dan apabila masih
juga belum bisa menyelesaikan. maka harus melakukan Prakiek Kerja Nyata kembali.

Dra. Susanti P.. M.Si. ‘ 19660918 199203 2 002

Jember. 19 Februari 2016
Kaprodi. Administrasi Keuangan
I'akultas Ekonomi UNEI

—

Dra. Susanti Prasetivaningtiyas. M.Si.
NIP. 19660918 199203 2 005

CATATAN :
1 Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk,
2 Setelah disetujui (ditandatangani). di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk .
1) Ketua Program Studi;
2) Dosen Pembimbing;
3) Petugas administrasi program studi Diploma Il (S0)
3 (*) coret yang tidak sesuai
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Lampiran 5
Lembar Konsultasi

KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGL. DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBLER

FAKULTAS EKONOMI
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 - TLlp {(1311'} ":3?99(! - Fac. {ﬂ";"-l} 332150 Email -

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama ¢ Reviasanti Aprila Rahmanto

N * 130803102084

Program Studi : Administrasi Keuangan

Judul Laporan PKN i PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS

PENDAPATAN DAERAH KABUFATEN JEMBER

Dosen Pembimbing 3 Dra ‘_jusantl P., MSn e
TMT_Persetujuan + 19 Februari 2016 s/d  19Juli 2016
RErpanjangan ¢ 190ui2006  s/d  19September2016
T — . B
NO.  TGL KONSULTASI | MS\SALAH YANG DIKONSUH’#SIKAN : TANDA TANGAN PEMBIMBING |

"S/&‘“!" “"“‘""‘%‘* Propetnt E@ o
2ot '5 S M W %____ 3@ “ |

'-"-—i-“" s e ?"M &\‘xﬁm .................... l

e

::g,w(u s Al sk {4% |
5 j/:_aoté | Rowi 57-3”’ 9%4.9\ Qﬁf‘aﬂ |
9 R : f'}»(\ ’L{ : ﬁ-ldlyar—{m-«

(i Byetad Qfie bW 2 9 |
| e ‘% dofpes belapios | 12N 5

v Y- Jets Saqunde & A, ? i

Vg ek (e Fgnl Sy
13 135
. e SRS R ot

vo14, |
| (P D e .l Ml
B 1 |

3 | Ll s i

T aporan Prakick Kerja Nyata (PRN) ybs. disetujui untuk divjikan:.

Mengetahui. Jlember.... 18 ME! 2ol

hetua Program Studi Dosen Pembimbing

le
D Susanti Prasetivaningtiyas. M.Si. Dra. Susanti P.. M.Si.
N 19660918 199203 2 005 NIP. 19660918 199203 2 002
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Lampiran 6

Nilai Hasil PKN

KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGG]
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Bofo
Kotak Pos 125 - Telp. (0331) 337990 - Fac. (0331) 332150
Jember 68121

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

ey NILAI
! NO ’7 IND{!_(._QTOR PENILAIAN ANGKA |
I Kedisiplinan 92
2 Ketertiban 91
3. | Prestasi Kerja 93
4 Kesopanan 92
5. | Tanggung Jawab 93
IDENTITAS MAHASISWA :
Nama : Reviasanti Aprila Rahmanto
NIM : 130803102084
Program Studi ‘Administrasi Keuangan
IDENTITAS PEMBERI NILAI : —= ———
Nama ; I YAPININGSTH,8H.Mgi
Jabatan : Hp I iré\xjgm AN & VERTFIKAST.
Institusi *9 AS PENDAP A‘FAN DAERAH JEMBER

Tanda Tangan darks\ = Yy
. AJER ARTYATINNINGSTH,SH ,Mai.
Stempel Lembaga : e e, S

PEDOMAN PENILAIAN

'NO|  ANGKA  KRITERIA
1| =8 | SangatBaik
. 70— 78 Baik
~3- [ —6p=-69— Cukup Baik
4. | 50- 59 Kurang Baik
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Lampiran 7

DaftarAbsens PKN

DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

Tempat KK : BID, Il DEPENDA KAB. JEMBER
Asal Univ.  : UNEJ/FAKULTAS EKONOMI
NO. NAMA TANGGAL | PAGI | SIANG KETERANGAN
' N IZIN | SAKIT [ TK
1. |REVIASANTIR. |22Feb2016 | Af |&id
2. 23 gl
3. 24 e ],
4. %L /ﬁ;j 7]
5 L " | A
6. s / ——
: e e
8. 29 e
9. O\ Were{ golg | £/ %{
10. 02 rLd | g
11 03 K] | pad
12. oA V.21
13. 9/ I 2 Y ———
14. (00 < M EESE =
15 07
16. ok
17 fo) %
18. 1o 24/
5 b 1
% — pr———
2l L N = G ==
2. L2 .2
23 s /g
24. fe Ve 4
25. 0 R %
26. o 24
| o P =
: o e e
30. 92 R | A Y

Jember, 22 Februari 2016

KAB. S3UB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DINAS PENBNRATAN KABUPATEN JEMBER

NIP. 19721216 199803 1 004
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